[ SALINAN ]

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR 8 TAHUN 2011
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
HARI NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BATANG HARI,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah belum mewadahi

perkembangan dan perubahan Peraturan Perundang-undangan;

b. bahwa kelembagaan dibidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset,
apabila diwadahi dalam satu Satuan Kerja Perangkat Daerah mempunyai beban
yang cukup berat meka diperlukan kebijakan penataan kembali kelembagaaan
perangkat daerah yang efektif dan efisen;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimeksud dalam huruf a dan
huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisas
dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah.

Lo

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom
Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propins Sumetera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat 1l Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat |l Tanjung Jabung (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
(Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 1974 Nomor 50, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesa Nomor 3041) sebagaimana diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3890);

3. UndangUndang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 2004 Nomor
53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4.Undang- Undang.................

Mengingat



Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesa Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa
kai diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan,

Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesa Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesa Nomor 4263);

. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagan Urusan

Pemerintahan  antara  Pemerintah, Pemerintahan Daerah  Provins, dan
Pemerintahan Daerah KabupatervKota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4737);

. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisas Perangkat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

Menetapkan

dan
BUPATI BATANG HARI

M EM UTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BATANG HARI NOMOR 3 TAHUN 2008
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS
DAERAH

Pasal |

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari
Tahun 2008 Nomor 3), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Daerah Kabupaten Batang Hari, terdiri dari

a

@ - o a0 T

Dinas Pendidikan dan K ebudayaan;

Dinas Kesehatan;

Dinas Sosia, Tenaga Kerjadan Transmigrasi;
Dinas Perhubungan;

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
Dinas Pekerjaan Unmum;

Dinas Perindustrian Perdagangan Koperas;

h. Dinas .....



h. Dinas Pertanian Tanaman Pangan,

I.  Dinas Peternakan dan Perikanan;

j. Dinas Perkebunan;

k. Dinas Kehutanan;

l.  Dinas Perkotaan;

m. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
n. Dinas Pendapatan Daerah.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
(1) Dinas Daerah terdiri dari :

2

a. Dinas Pendidikan dan K ebudayaan;

Dinas Kesehatan;

Dinas Sosial, Tenaga Kerjadan Transmigrasi;
Dinas Perhubungan;

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
Dinas Pekerjaan Umum;

-~ 0 a0 o

Dinas Perindustrian Perdagangan Koperas;

2 Q

Dinas Pertanian Tanaman Pangan;

Dinas Peternakan dan Perikanan;

j. Dinas Perkebunan;

k. Dinas Kehutanan;

|. Dinas Perkotaan;

m. Dinas Energl dan Sumber Daya Minera; dan
n. Dinas Pendapatan Dagerah.

Susunan Organisasi dan Tata K erja Dinas Daerah terdiri dari :

a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari:
1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat terdiri dari:
a). Subbagian Umum dan Aset;
b). Subbagan Kepegawaian; dan
c). Subbagian K euangan.
3. Bidang Program terdiri dari:
a). Seks Data dan Informesi;
b). Seks Perencanaan; dan
). Seks Pengawasan, Evaluasi dan Program.



4. Bidang Pendidikan Dasar terdiri dari:
a). Seks Taman Kanak-Kanak;
b). Seks Sekolah Dasar; dan
). Seks Sekolah Menengah Pertama.
5. Bidang Pendidikan Menengah dan Perguruan Tinggi terdiri dari:
a). Seks Sekolah Menengah Atas;
b). Seks Sekolah Menengah Keguruan; dan
). Seks Sekolah Menengah Pendidikan Khusus dan Perguruan Tinggi.
6. Bidang Pendidikan Non Formal terdiri dari:
a). Seks Pendidikan Luar Sekolah;
b). Seks Pendidikan Anak Usia Dini, Pemuda dan Olah Raga; dan
). Seks Pendidikan Masyarakat, Tenaga Kependidikan Non Formal dan K ebudayaan.
7. Kelompok Jabatan Fungsional.
. Dinas Kesehatan terdiri dari.
1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat terdiri dari:
a). Subbagian Umum dan Aset;
b). Subbagan Kepegawaian; dan
). Subbagian K euangan.
3. Bidang Penyusunan Program dan Tenaga Kesehatan terdiri dari :
a). Seks Perencanaan Program;
b). Seks Pendayagunean Tenaga Kesehatan; dan
). Seks Evaluasi dan Pengembangan K esehatan.
4. Bidang Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat terdiri dari:
a). Seks Giz Masyarakat;
b). Seks Promos K esehatan; dan
C). Seks Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat.
5. Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri dari:
a). Seks Pelayanan Kesehatan Masyarakat;
b). Seks Pelayanan Kesehatan Perorangan; dan
). Seks Farmas dan Perbekalan K esehatan.
6. Bidang Penanggulangan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan terdiri dari:
a). Seks Pengamatan dan Pencegahan Penyakit;
b). Seks Penanggulangan Penyakit; dan
). Seks Penyehatan Lingkungan.
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

c. Dinas Sosd .......



c. Dinas Sosia, Tenaga Kerjadan Transmigrasi terdiri dari.
1. Kepala Dinas
2. Sekretariat terdiri dari:
a). Subbagian Umum dan Aset;
b). Subbagian Kepegawaian; dan
c). Subbagian K euangan.
3. Bidang Perencanaan dan Program terdiri dari:
a). Seks Data dan Informesi;
b). Seks Penyusunan Perencanaan dan Program; dan
). Seks Evaluasi dan Pelaporan.
4. Bidang Ketenagakerjaan terdiri dari:
a). Seks Pembinaan, Penempatan dan Pelatinan Produktivitas Tenaga Kerja;

b). Seks Pembinaan Hubungan Industrial, Penyelesaian Perselishan dan Kelembagaan
K etenagakerjaan; dan

). Seks Pengawasan K etenagakerjaan.

5. Bidang Ketransmigrasian terdiri dari:
a). Seks Penyiapan Pemukiman dan Penermpatan Transmigrasi;
b). Seks Pelayanan Sosia Budaya; dan
). Seks Pembinaan Usaha Ekonomi.

6. Bidang Bina Sosia terdiri dari:
a). Seks Bimbingan dan Penyuluhan Sosidl;
b). Seks Bantuan dan Pelayanan Sosial; dan
C). Seks Rehabilitasi Sosial.

7. Kelompok Jabatan Fungsional.

d. Dinas Perhubungan terdiri dari:

1. Kepala Dines;

2. Sekretariat terdiri dari:
a). Subbagian Umum dan Aset;
b). Subbagan Kepegawaian; dan
c). Subbagian K euangan.

3. Bidang Perencanaan terdiri dari:
a). Seks Penyusunan Program;
b). Seks Perencanaan Teknik; dan
). Seks Evaluasi dan Pelaporan.

4. Bidang Lalu Lintas terdiri dari:
a). Seks Mangjemen dan Rekayasa Lalu Lintas ;
b). Seks Operas dan Pengawasan; dan
). Seks Keselamatan dan Perparkiran.



5. Bidang Angkutan terdiri dari:
a). Seks Angkutan Orang dan Barang;
b). Seks Angkutan Khusus; dan
). Seks Angkutan Sungai.
6. Bidang Teknik Sarana dan Prasarana terdiri dari:
a). Seks Teknik dan Perbengkelan;
b). Seks Pos dan Telekomunikasi ; dan
C). Seks Sarana dan Prasarana.
7. Kelompok Jabatan Fungsional.
e. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari:
1.Kepala Dines,
2.Sekretariat terdiri dari:
a). Subbagian Umum dan Ast;
b). Subbagian Kepegawaian; dan
c). Subbagian K euangan.
3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk terdiri dari:
a). Seks ldentitas Penduduk;
b). Seks Pindah Datang;dan
C). Seks Penduduk Rerntan.
4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil terdiri dari:
a). Seks Pencatatan Kelahiran dan K emetian;
b). Seks Pencatatan Perkawinan dan Perceraian; dan

C). Seks Pencacatan pengangkatan, Pengakuan dan Pengesahan Anak serta Perubahan

K ewarganegaraan

5. Bidang Informesi Pengelolaan Data dan Dokumen Kependudukan terdiri dari:

a). Seks Sistem dan Teknologi Informesi;
b). Seks Pengolahan Data dan Pelayanan Informasi ; dan
C). Seks Dokumen K ependudukan
6. Kelompok Jabatan Fungsional.
f. Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari:
1. Kepala Dings;
2. Sekretariat terdiri dari:
a). Subbagian Umum dan Aset;
b). Subbagian K epegawaian; dan
). Subbagian K euangan.
3. Bidang Bina Marga terdiri dari:
a). Seks Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan;
b). Seks Pembangunan Jalan, Jembatan dan Perencanaan; dan
c). Seks Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Perencanaan.



7.

4. Bidang Pengairan terdiri dari:

a). Seks Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan;

b). Seks Pemanfaatan Irigas Rawa dan Sungal ; dan
c). Seks Pemeliharaan Irigas dan Sungai.

Bidang Cipta Karya terdiri dari:

a). Seks Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan;

b). Seks Tata Bangunan; dan

c). Seks Pengembangan, Perumahan dan Permukiman.
Bidang Peralatan dan Pengujian terdiri dari:

a). Seks Pengenddian, Evaluasi dan Pelaporan;

b). Seks Peralatan, Perbengkelan dan Perencanaan; dan
C). Seks Pengujian.

K elompok Jabatan Fungsional.

g. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperas terdiri dari.

1
2.

7.

K epala Dinas;

Sekretariat terdiri dari :

a). Subbagian Umum dan Aset;

b). Subbagian K epegawaian; dan

c). Subbagian Keuangan.

Bidang Perencanaan dan Permodalan terdiri dari:
a). Seks Penyusunan Program;

b). Seks Permodalan Usaha dan Investas ; dan
c). Seks Data, Laporan dan Evaluasi.

Bidang Perindustrian terdiri dari:

a). Seks Produksi;

b). Seks Sarana dan Prasarana; dan

€). Seks Pengembangan Usaha Industri.

Bidang Perdagangan terdiri dari:

a). Seks Bina Usaha dan Distribusi;

b). Seks Pengawasan Barang Beredar dan Perlindungan Konsumen; dan

c). Seks Promos Dan Pengembangan Pasar Dalam Negeri dan Luar Negeri.

Bidang Koperas terdiri dari:
a). Seks Kelembagaan, dan Penyuluhan Koperas;

b). Seks Pengembangan Usaha dan Faslitas Koperas, Usaha Kecil dan Menengah; dan

C). Seks Pemberdayaan Usaha Mikrokecil.
Kelompok Jabatan Fungsional .

h. Dinas Pertanian Tanaman Pangan terdiri dari.

1
2.

K epala Dinas,
Sekretariat terdiri dari:
a). Subbagian Umum dan Aset;

b). Subbidang



7.

b). Subbagian Kepegawaian; dan

c). Subbagian Keuangan.

Bidang Prasarana dan Sarana terdiri dari:

a). Seks Pengelolaan Lahan dan Air;

b). Seks Alat dan Mesin Pertanian; dan

C). Seks Perluasan Areal.

Bidang Bina Produks Tanaman Pangan terdiri dari:

a). Seks Perlindungan Tanaman dan Sarana Produks Tanaman Pangan;

b). Seks Pengembangan Produks Padi dan Seredlia; dan

c). Seks Pengembangan Produks Palawija dan Umbi-Umbian.
Bidang Produks Tanaman Hortikuitura terdiri dari :

a). Seks Perlindungan Tanaman dan Sarana Produksi Hortikultura;
b). Seks Pengembangan Buah-Buahan dan Biofarmeka ; dan
C). Seks Pengembangan Sayuran dan Tanaman Hias.

Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasl Pertanian terdiri dari:
a). Seks Pasca Panen;

b). Seks Promos dan Pemasaran; dan

c). Seks Pengolahan dan Pengawasan Mutu Hasil Pertanian.
Kelompok Jabatan Fungsional.

i. Dinas Peternakan dan Perikanan terdiri dari:

1
2.

K epala Dinas;

Sekretariat terdiri dari:

a). Subbagian Umum dan Aset;

b). Subbagian Kepegawaian; dan

). Subbagian K euangan.

Bidang Pengamanan Ternak dan Ikan terdiri dari :
a). Seks Kesehatan Hewan;

b). Seks Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan

c). Seks Kesehatan Ikan dan Lingkungan.

Bidang Produks Peternakan terdiri dari:

a). Seks Bina Usaha Peternakan;

b). Seks Pengembangan dan Penyebaran Ternak; dan
c). Seks Teknolog dan Pakan Ternak.

Bidang Program, Pelaporan dan Evaluasi terdiri dari:
a). Seks Penyusunan Program;

b). Seks Data dan Statistik; dan

c). Seks Pengendalian Pelaporan dan Evaluasi.

6. Bidang



6. Bidang Produks Perikanan terdiri dari:
a). Seks Pengembangan Produks Perikanan;
b). Seks Usaha dan Pasca Panen; dan
c). Seks Pengembangan Sumber Daya dan Teknologi.

7. Kelompok Jabatan Fungsional.

j. Dinas Perkebunan terdiri dari:

1. Kepaa Dinas;

2. Sekretariat terdiri dari:
a). Subbagian Umum dan Aset;
b). Subbagian K epegawaian; dan
). Subbagian K euangan.

3. Bidang Program terdiri dari:
a). Seks Program dan Evaluasi;
b). Seks Pengembangan Usaha dan Kelembagaan Petani; dan
c). Seks Data dan Informesi.

4. Bidang Produks Perkebunan terdiri dari:
a). Seks Pembenihan;
b). Seks Teknologi Produksi; dan
C). Seks Peningkatan Produks.

5. Bidang Pengelolaan Lahan dan Perlindungan Perkebunan terdiri dari:
a). Seks Penanganan Gangguan Usaha Perkebunan;
b). Seks Konservas dan Rehabilitasi Lahan; dan
C). Seks Pengelolaan Lahan.

6. Bidang Pengelolaan dan Pemasaran Hasl Perkebunan terdiri dari:
a). Seks Pengelolaan Hasl Perkebunan,
b). Seks Pengawasan dan Pengendalian Mutu Hasil Perkebunan; dan
C). Seks Pemasaran Hasl Perkebunan.

7. Kelompok Jabatan Fungsional.

K. Dinas Kehutanan terdiri dari:

1. Kepaa Dinas,

2. Sekretariat terdiri dari:
a). Subbagian K epegawaian;
b). Subbagian Umum dan aset; dan
). Subbagian K euangan.

3. Bidang Program dan Penataan Kawasan Hutan terdiri dari:
a). Seks Inventarisasi dan Pemetaan Hutan;
b). Seks Pengelolaan Hutan dan Lahan; dan
c). Seks Program, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan



4. Bidang Bina Usaha dan Produks terdiri dari:
a). Seks Sarana dan Prasarana Teknis;
b). Seks Pengujian, Tanda Legdlitas; dan
C). Seks Peredaran Hasl Hutan.

5. Bidang Perlindungan Hutan terdiri dari:
a). Seks Pengamanan Hutan dan Peredaran Hasl Hutan;
b). Seks Pengendalian Bencana Hutan; dan
c). Seks Hukum dan Perundang-undangan.

6. Bidang Bina Hutan dan Konservas Alam terdiri dari:
a). Seks Aneka Guna Hutan dan Hutan Kemasyarakatan;
b). Seks Hutan Tanaman Industri dan Rehabilitasi Hutan ; dan
C). Seks Konservas Alam.

7. Kelompok Jabatan Fungsional.

l. Dinas Perkotaan terdiri dari:
1. Kepaa Dinas;
2. Sekretariat terdiri dari:
a). Subbagian Umum dan Aset;
b). Subbagian Kepegawaian; dan
). Subbagian K euangan.
3. Bidang Pengembangan Perkotaan terdiri dari:
a). Seks Pengembangan dan Pengendalian Perkotaan,
b). Seks Penataan Kota dan Tata Ruang; dan
C). Seks Perizinan Bangunan.
4. Bidang Pencegahan dan Pemadam Kebakaran terdiri dari:
a). Seks Administrasi Sarana dan Prasarana;
b). Seks Pencegahan Kebakaran ; dan
c). Seks Pemadam Kebakaran.
5. Bidang Kebershan dan Pertamanan terdiri dari:
a). Seks Kebershan, Lingkungan, Pemukiman dan Pertamanan;
b). Seks Kebershan Pasar dan Terminal;
c). Seks Mobilitas, Peralatan Angkutan Sampah dan Tempat Pembuangan Akhir.
6. Bidang Pengelolaan Pasar terdiri dari:
a). Seks Pengembangan Pasar;
b). Seks Keamanan dan K etertiban Parkir Kawasan Pasar ; dan
c). Seks Pungutan Retribusi dan Jasa Parkir.
7. Kelompok Jabatan Fungsional
m. Dinas Energ dan Sumber Daya Minera terdiri dari;
1. Kepala Dings;
2. Sekretariat terdiri dari:

a). Subbagian...............



a). Subbagian Umum dan aset.
b). Subbagian Kepegawaian; dan
). Subbagian Keuangan.
3. Bidang Program dan Evaluasi terdiri dari:
a). Seks Pendataan;
b). Seks Perencanaan; dan
C). Seks Evaluasi dan Perlaporan.
4. Bidang Pertambangan Umum terdiri dari:
a). Seks Perizinan;
b). Seks Iuran dan Pelayanan; dan
c). Seks Pengawasan Pertambangan Unmum
5. Bidang Geolog dan Sumber Daya Minera terdiri dari:
a). Seks Geolog;
b). Seks Penanggulangan Lingkungan; dan
c). Seks Sumber Daya Mineral.
6. Bidang Migas, Listrik dan Pengembangan Energ terdiri dari:
a). Seks Migss,
b). Seks Ketenagalistrikan; dan
c). Seks Pengembangan Energ.
7. Kelompok Jabatan Fungsional
Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari.
1. Kepaa Dinas,
2. Sekretariat terdiri dari:
a). Subbagian Umum dan aset;
b). Subbagian Kepegawaian; dan
). Subbagian K euangan.
3. Bidang Perencanaan terdiri dari:
a). Seks Penyusunan Program dan Andlisa Potens;
b). Seks Data dan Informasi; dan
C). Seks Hukum dan K eberatan.
4. Bidang Pendapatan Daerah terdiri dari:
a). Seks Penetapan, Pembinaan dan Penertiban;
b). Seks Penagihan Pajak dan Retribusi ; dan
c). Seks Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
5. Bidang Pembukuan dan Pelaporan terdiri dari:
a). Seks Pembukuan;
b). Seks Monitoring dan Evaluasi; dan
C). Seks Pelaporan.

6. Bidang..............



6. Bidang Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain terdiri dari:
a). Seks Dana Perimbangan;
b). Seks Pendapatan Lain-lain; dan

c). Seks Komunikasi dan K erjasama.

(3) Struktur Organisas dan Tata Kerja Dinas Daerah diubah sebagaimana tercantum Lampiran I,
I, 1, 1v, Vv, VI, VII, VI, 1X, X, XI, XII, Xl dan XIV, yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal |1

Peraturan Daerah ini mulai berlaku padatanggal diundangkan.
Agar setigp orang mengetahuinya, memerintah pengundangan  Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di : Muara Bulian
Pada tanggal . 15 Maret 2011
BUPATI BATANG HARI
ttd

H.A. FATTAH

Diundangkan di : Muara Bulian
pada tanggdl . 15 Maret 2011
Plit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI,
ttd
H. AKHYAR
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
TAHUN 2011 NOMOR 8



SALINAN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR 8 TAHUN 2011
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR 3 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS - DINAS DAERAH

UM UM

Dalam rangka melaksanakan kewenangan Otonom Daerah yang diberikan oleh pusat
serta beban tugas pokok dan fungs Dinas-Dinas Daerah untuk mencapai Vis, Mis Kabupaten
Batang Hari meka diperlukan peningkatan kemampuan sumber daya manusa dan struktur
kelembagaan Dinas-dinas Daerah dengan harapan dapat mencapai hasil yang lebih balk sesuai
dengan Renstra Kabupaten Batang Hari.

Pembentukan Organisas dan Tata Kerja Dinas Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Batang
Hari dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah, sebagai konsekwens logis
dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Proving dan Pemerintahan Daerah Kabupater/ Kota dan
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisas Perangkat Daerah, meka perlu
menetapkan Susunan Organisas dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah.

PASAL DEMI| PASAL
Pasal |

Cukup Jelas
Pasal I

Cukup Jelas



LAMPIRAN 1 :

SALINAN

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN BATANG HARI

NOM OR
TANGGAL

:8TAHUN 2011
- 15MARET 2011

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BATANG HARI

KEPALA DINAS

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

SEKRETARIAT

Subbagian Subbagian Subbagian
Umum dan Aset K epegawaian K euangan
BIDANG BIDANG
BIDANG BIDANG PENDIDIKAN PENDIDIKAN NON
PROGRAM PENDIDIKAN DASAR MENENGAH DAN FORMAL
PERGURUAN TINGGI
Seks Seks Seks Seksi Pendidikan
Data dan Informas Taman K anak-kanak Seko'ahA';" a‘;”engah Luar Sekolah
_ . Seksi Seksi
Seks Seks Sekolah Menengah Pendidikan Anak Usia
Perencanaan Sekolah Dasar K ejuruan Dini, Pemuda dan
Olah Raga
Seksi Seksi Seksi Seksi Pendidikan
Si M asyarakat, Tenaga
Pengawasan, Evaluasi Sekolah Menengah Peﬁgillignhﬂililgsagan K ependidikan Non
dan Program Pertama A Forma dan K ebuday aan
Perguruan Tinggi Y

UPTD

BUPATI BATANG HARI,

H.A. FATTAH



SALINAN

LAMPIRAN Il : PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BATANG HARI

NOM OR
TANGGAL

:8TAHUN 2011
: 15 MARET 2011

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINASKESEHATAN KABUPATEN BATANG HARI

KEPALA DINAS

|
SEKRETARIAT
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
[ [
Subbagian Subbagian Subbagian
Umum dan Aset K epegawaian Keuangan
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
PENYUSUNAN PENANGGULANGAN
PROGRAM DAN PEMBERDAYAAN PELAYANAN PENYAKIT DAN
TENAGA KESEHATAN KESEHATAN KESEHATAN PENYEHATAN LINGKUNGAN
MASYARAKAT
Seksi Seksi Seksi Seksi
Perencanaan Gizi Masyarakat Pelayanan K esehatan Pengamatan dan _
Program Masyarakat Pencegahan Penyakit
Seksi . Seksi Seksi
Pendayagunaan Seksi Pelayanan K esehatan Penanggulangan
Tenaga K esehatan Promosi Kesehatan Perorangan Penyakit
Seksi Seksi Seksi )
Evaluasi dan Pemeliharaan Farmasi dan Seksi Penyehatan
Pengembangan Kesehatan Masyarakat Perbekalan Kesehatan Lingkungan
Kesehatan

UPTD

BUPATI BATANG HARI,
ttd

H.A. FATTAH




LAMPIRAN Il :

SALINAN

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN BATANG HARI

NOM OR
TANGGAL

:8TAHUN 2011
: 15 MARET 2011

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN BATANG HARI

KEPALA DINAS

SEKRETARIAT
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
I |
Subbagian Subbagian Subbagian
Umum dan Aset K epegawaian Keuangan
BIDANG
PERENCANAAN DAN BIDANG BIDANG BIDANG
PROGRAM KETENAGAKERJAAN KETRANSMIGRASIAN BINA SOSIAL
. Seksi Seksi Seksi
Seksi _ Pembinaan, Penampatan dan Penyiapan Pemukiman dan Bimbingan dan
L1 Data dan Informasi —  Pelatihan Produktivitas — Penempatan Transmigras — Penyuluhan Sosia
TenagaKerja
Seksi born Seka y Seksi Seksi
embinaan Hubungan ;
Penyusunan || Indutrial Penyelesian | | Pelayanan Sosial Bantuan dar_l
Perencanaan dan Perselishan & Kelembagaan Budaya Pelayanan Sosial
Program Ketenagakerjaan.
Seksi Seksi Seksi Seksi
Evaluasi dan Pengawasan .
. . Permb Usah L ilitasi i
Pelaporan K etenagakerjaan élrlz?]r;ms 2 Rehabllitasi Sosial.

UPTD

BUPATI BATANG HARI,

ttd

H.A. FATTAH




SALINAN

LAMPIRAN IV :  PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BATANG HARI
NOM OR :8TAHUN 2011
TANGGAL :15MARET 2011

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BATANG HARI

KEPALA DINAS

|
SEKRETARIAT

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

Subbagian Subbagian Subbagian
Umum dan Aset K epegawaian Keuangan

BIDANG TEKNIK
BIDANG BIDANG BIDANG SARANA DAN
PERENCANAAN LALU LINTAS ANGKUTAN PRASARANA
Seksi Seksi Seksi Seksi Teknik dan
Penyusunan Program Manajemen dan Angkutan Orang dan Perbengkel an
Rekayasa Lalu Lintas Barang
ek Opesrea';f' o Seks Seksi Pos dan
Tekrik Pengawasan Angkutan Khusus Telekomunikasi
Seksi Seksi : :
Evauasi dan Keselamatan dan SekS|SlJAng[<utar1 Sekgrassaraa;aadm
Pelaporan Perparkiran nga

UPTD

BUPATI BATANG HARI

ttd

H.A. FATTAH



LAMPIRAN V :

STRUKTUR ORGANISASI TATA KERJA

SALINAN

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN BATANG HARI

NOM OR

TANGGAL

:8TAHUN 2011
: 15 MARET 2011

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BATANG HARI

KEPALA DINAS

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

SEKRETARIAT

UPTD

Subbagian Subbagjan Subbagian
Umum dan K epegawaian K euangan
Aset
BIDANG BIDANG
PELAYANAN BIDANG INFORM ASI
PENDAFTARAN PENF(’:EA'-TAAYTAANNAQI oL | | PENGELOLAAN DATA
PENDUDUK DAN DOKUM EN
I [ KEPENDUDUKAN
Seks Seks
Idertitas Penduduk .| Pelayanan Pencatatan
Kelahiran dan K ematian Seksi
Sistem dan
Teknologi Informasi
Seks Seks _
Pindah Datang Pencatatan Perkawinan Seksi
dan Perceraian Pengolahan Data dan
Pelayanan Informasi
Seksi B Seksi :
Penduduk Rentan ' Pencatatan Seksi
Pengangkatan, Dokumen
Pengakuan dan — K ependudukan
Pengesahan Anak serta
Perubahan
K ewacaneoaraan

BUPATI BATANG HARI

ttd

H.A. FATTAH



LAMPIRAN VI :

SALINAN

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN BATANG HARI

NOM OR
TANGGAL

: 8 TAHUN

2011

: 15 MARET 2011

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PEKERJAAN UM UM KABUPATEN BATANG HARI

KEPALA DINAS

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

SEKRETARIAT

Subbagian Subbagian Subbagian
Unmum dan Aset K epegawaian Keuangan
BIDANG BINA BIDANG BIDANG CIPTA PERABL'ETAANﬁDAN
MARGA PENGAIRAN KARYA PENGUJIAN
Seksi Seksi Seksi Seksi
| | Pengendalian, Evaluasi | | Pengendalian, Evaluasi | | Pengendalian, Evaluasi Pengendalian, Evaluasi
dan Pelaporan dan Pelaporan dan Pelaporan dan Pelaporan
Seksi Seksi . Seksi
Permbangunan Jalan, Pemanfaatan Irigasi Seks Peralatan,
Perencanaan Perencanaan
Seksi Seksi Seksi ,
Pemeliharaan Jalan dan Pemeliharaan Irigasi Pengembangan, Seksi
| Jembatan Perencanaan | | dan Sungai N Perumahan dan ] Pengujian
Permukiman

UPTD

BUPATI BATANG HARI

H.A.

ttd

FATTAH




STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

LAMPIRAN VII :

SALINAN

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN BATANG HARI

NOM OR
TANGGAL

:8TAHUN 2011
: 15 MARET 2011

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERAS
KABUPATEN BATANG HARI

KEPALA DINAS

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

SEKRETARIAT

Subbagian Subbagian Subbagian
Umum dan Aset K epegawaian K euangan
PERENEIADI\,JAA'\\]A(\BN DAN BIDANG BIDANG B1DANG
PERDAGANGAN KOPERAS
PERMODALAN PERINDUSTRIAN
| | - Bina Usaha dan Kelembagaan, dan
Penyusunan Program Produksi Distribusi Penyuluhan Koperasi
Seksi Seksi Seksi X Seksi rad
Pengawasan Baran Pengembangan Usahadan
= PeI;ijCIialagstUSf’:lha - Serana dan 1 ?é\r/edar dan J Fasilitas Koperasi, Usaha
an invesias Prasarana Perlindungan K onsumen Kecil dan M enengah
Seks Data, Seks Seksi Promosi dan Seksi
a Laporan dan || Pengembangan | | Pengembangan Pasar Pemberdayaan
. . Dalam Negeri dan Luar : .
Evaluasi Usaha Industri Negeri Usaha Mikrokecil

UPTD

BUPATI BATANG HARI

ttd

H.A. FATTAH




SALINAN

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR :8TAHUN 2011
TANGGAL : 15 MARET 2011

LAMPIRAN VIII :

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN
KABUPATEN BATANG HARI

KEPALA DINAS

SEKRETARIAT
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
I |
Subbagian Subbagian Subbagian
Umum dan Asg Kepegawaian Keuangan
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
PRASARANA DAN BINA PRODUKS PRODUKSI TANAMAN PENGOLAHAN DAN
SARANA TANAM AN PANGAN HORTIKULTURA PEMASARAN HASIL
PERTANIAN
Seksi Perling Se_krsi 5 Seksi Perlindungan Seksi
ahan erlindungan I anaman Dan Tanaman dan Sarana
Penge(IjOIaan- L Sorana Produks Tanaman Produksi Hortikultura Pasca Panen
an Air Pangan
: Seksi Seksi :
Seksi Seksi
: Pengembangan Pengembangan :
A'aFt, d‘”t"” Mesin Produksi Padi dan Buah-Buahan dan PFEO"'OS' dan
ertanian Seredlia Biofarmaka emasaran
_ Seksi . Seksi Seksi
Seks Pengembangan Produksi Pengembangan Pengolahan dan
Perluasan Areal Updk";‘i"’l'ja ?)‘f’“ Sayuran dan Pengawasan M utu
mol-molan Tanaman Hias Hasil Pertanian

UPTD

BUPATI BATANG HARI

H.A. FATTAH




LAMPIRAN IX :

SALINAN

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN BATANG HARI

NOM OR

:8TAHUN 2011

TANGGAL : 15 MARET 2011

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN BATANG HARI

KEPALA DINAS

FUNGS

KELOMPOK JABATAN

IONAL

SEKRETARIAT

UPTD

ttd

Subbagian Subbagian Subbagian
Umum dan Aset K epegawaian Keuangan
BIDAN
BIDANG BIDANG G BIDANG
PROGRAM,
PENGAMANAN PRODUKSI PEL APORAN DAN PRODUKS
TER”?KNDAN PETERNAKAN EVALUASI PERIKANAN
— ] | ]
| Seks Seks Seksi Seks
Kesehatan Hewan Bina Usaha Penyusunan Program Pengembangan
Peternakan Produksi Perikanan
Seksi Seks Seks Seksi
K esehatan Pengembangan dan S o Usaha dan Pasca
Masyarakat Penyebaran Ternak Data dan Statistik Panen
Veteriner
: : Seks Seksi Pengembangan
Seks SekS|_ Pengendalian, Sumber Daya dan
K esehatan Ikan dan Teknologi dan Pelaporan dan Teknologi
Lingkungan Pakan Ternak Evaluasi

BUPATI BATANG HARI

H.A. FATTAH




LAMPIRAN X:

SALINAN

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BATANG HARI

NOM OR

:8TAHUN 2011

TANGGAL : 15 MARET 2011

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN BATANG HARI

KEPALA DINAS

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

SEKRETARIAT

Subbagian Subbagian Subbagian
Umum dan Aset Kepegawaian K euangan
BIDANG BIDANG BIDANG
BIDANG PENGELOLAAN LAHAN PENGELOLAAN DAN
PRODUKSI
PROGRAM PERK EBUNAN DAN PERLINDUNGAN PEMASARAN HASIL
PERK EBUNAN PERK EBUNAN
Seksi _ Seksi Seksi
- Program dan L Seks Penanganan Gangguan Pengelolaan Hasil
Evaluasi Pembenihan Usaha Perkebunan Perkebunan
Seksi Seksi Seksi
| | Pengembangan Usaha Seksi K onservasi dan Pengawasan dan
dan Kelembagaan | ; ; e Pengenddian M utu Hasil
Petan Teknologi Produksi Rehahilitasi Lahan Perkebuian
Seks Seks Seks
] Seks - Peningkatan Pengelolaan Pemasaran Hasl
Data dan Informesi Produks Lahan Perkebunan

UPTD

BUPATI BATANG HARI

ttd

H.A. FATTAH




LAMPIRAN XI :

SALINAN

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR :8TAHUN 2011
TANGGAL : 15 MARET 2011

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

DINASKEHUTANAN KABUPATEN BATANG HARI

KEPALA DINAS

KELOMPOK JABATAN
FUNGS

SEKRETARIAT

UPTD

Subbagian Subbagian Subbagian
Kepegawaian Umum dan Ase K euangan
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
PROGRAM DAN BINA USAHA DAN PERLINDUNGAN BINA HUTAN DAN
PENATAAN PRODUKS HUTAN KONSERVASI ALAM
KAWASAN HUTAN
Seksi Seksi Seksi Seksi
— Inventarisasi Dan Sarana dan Prasarana Pengamanan Hutan dan Aneka Guna Hutan dan
Pemetaan Hutan Teknis Peredaran Hasil Hutan Hutan Kemasyarakatan
Seksi Seksi Seksi Seksi
| | Pengelolaan Hutan Pengujian dan Tanda Pengendalian Hutan Tanaman
dan Lahan Legalitas Bencana Hutan Industri dan
Rehabilitasi Hutan
_ Seksi Seksi _
L Seks Peredaran hasil Hukum dan Seks
_Program, Hutan Perundang-undangan Konsevasi Alam
Monitoring, Evaluasi
dan Pelaporan

BUPATI BATANG HARI

ttd

H.A. FATTAH




SALINAN

LAMPIRAN XI1 : PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR :8TAHUN 2011
TANGGAL : 15 MARET 2011

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERKOTAAN KABUPATEN BATANG HARI

KEPALA DINAS

SEKRETARIAT
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
I I
Subbagian Subbagian Subbagian
Umum dan Aset Kepegawaian Keuangan
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
PENGEM BANGAN PENCEGAHAN DAN KEBERSIHAN DAN PENGELOLAAN
PERKOTAAN PEMADAM PERTAMANAN PASAR
KEBAKARAN
Seksi Seksi Seksi Seksi
|| Pengembangan dan Administrasi Sarana | | Kebersihan Lingkungen, || Pengembangan
Pengenddian Perkotaan dan Prasarana Pemukiman dan Pertamanan Pasar
Seks Seksi Seksi Seksi
Penataan Kotadan | | | Pencegahan | | Kebersihan Pasar H Keamanan dan
uang K ebakaran dan Terminal Ketertiban Parkir
Tata R Kawasan Pasar
Seksi Seksi " Seksi 4 Seksi
i M obilitas, Peradatan ; ;
i Perizinan i Pemadam L|  Angkuten Sampeh dan | | Pungutan Retribusi
Bangunan Kebakaran . dan Jasa Parkir
Tempat Pembuangan Akhir

UPTD

BUPATI BATANG HARI

ttd

H.A. FATTAH



SALINAN

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR :8TAHUN 2011
TANGGAL : 15 MARET 2011

LAMPIRAN XII1 :

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS ENERGI DAN SUM BER DAYA MINERAL
KABUPATEN BATANG HARI

KEPALA DINAS

|
SEKRETARIAT

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

Subbagian Subbagian Subbagian

Unmum dan Aset Kepegawaian Keuangan

BIDANG BIDANG BIDANG GEOL OGI BIDANG MIGAS,
PROGRAM DAN PERTAMBANGAN DAN SUMBER LISTRIK DAN
EVALUAS UM UM DAYA MINERAL PENGEMBANGAN
ENERGI
Seksi Seksi Seksi Seksi
| Pendataan | Perizinan || Geologi Migas
Seksi Seksi Seksi Seksi
| Perencanaan | | luran dan Pelayanan | Pengnggulangan K etenagalistrikan
Lingkungan
Seksi Seksi Seksi Seksi
i Evaluasi dan | Pengawasan H Sumber Daya Pengembangan
Perlaporan Pertambangan Umum Mineral Energi

UPTD

BUPATI BATANG HARI

ttd

H.A. FATTAH




SALINAN

LAMPIRAN XIV : PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR :8TAHUN 2011
TANGGAL : 15 MARET 2011

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BATANG HARI

KEPALA DINAS

|
SEKRETARIAT

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
[ I
Subbagian Subbagian Subbagian
Unmum dan Aset Kepegawaian Keuangan
BIDANG BIDANG
BIDANG BIDANG PEMBUK UAN DAN PE?IMB?A'?\II\(ISAAN DAN
PERENCANAAN PENDAPATAN PELAPORAN
DAERAH i
— 1
Seksi Peﬁs Seksi Seksi
Peny usunan Program aparn,
danyA naisa Potgnsi Pembinaa_n dan Pembukuan Peri?ﬁgnaigan
Penertiban
Seksi , -
Informasi Penagihan Pajak Monitoring dan Pendapatan
dan Retribusi Evaluasi Lain-lain
Seksi - -
Hukum dan Seksi Seksi-
Keberatan PBB dan BPHTB . Komunikasi dan
Seksi K erjasama
Pelaporan

UPTD

BUPATI BATANG HARI,
ttd

H.A. FATTAH



